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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.74,2009 AGREEMENT. IndonesiaTunisa. Pembebasan
Visa. Paspor Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG
PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK
DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONES A AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF TUNIS A ON VISA EXEMPTION FOR
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTYS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwadi Bali, padatanggal 23 November 2006 Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesa dan Pemerintah
Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor
Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Gover nment
of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and
Sarvice Passports), sebagai hasil perundingan antara
Delegasi-delegas  Pemerintah  Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Tunisig;
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Mengingat :

M enetapkan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu mengesahkan Persetujuan tersebut
dengan Peraturan Presiden;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA
TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTYS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Tunisiatentang Pembebasan Visa Bagi
Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and
Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 23
November 2006 di Bali, yang naskah aslinya dalam Bahasa
Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan
daam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah
naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.
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Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 22 Me 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 22 Me 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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BEPUELIK INDONHESLA

PERSETUJUAN

ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAM
PEMERINTAH REPUBLLE TUNIEIA
TENTANG
REMBEEASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemeratah Republik ndonesia dan Pemarintzh Repubhi Tunisiz, yang selarutnya
disebut para "Fihak’,

MEMPERTIMEANGK AN kopeningan kedsa ragara untUk [ebin mamperuat Fuourgan
berzanabat ciantara kedua negara;

BERKEINGINAMN untuy memfasiitasi peraianan masuk warda negara Fee pubilit
Irdonesia dan warga negara Repubik Tunisia ke dalam wilgyah nagara masing-masird;

SESUAl dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang betlaky & masing-
ITasing regara;

TELAH MENYETUJUI sepagai Derikut:.

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga negara Rzpublk Indonesia, pemagang paspor dipematik dan dinas wano
beilaky, dan waigad negara Republik Tunisia. pcmegang paspor diptomatik dan paspcr
kiusus yang Berlaku, dibebaskan dan keharusan memperaleh visa masuk, visa lransi
glar jjin inggal di dalam wilayah Pinak lain dalam jangka wakly yang tidak relebibi 20
¢tiga puluh) hart sejak, tanggal masuk, dengan kefnungkinah perpanjangan makzimai 30
{tiga puluh} hari atas dasar persetujuan dan negara panerima dan perminaan tertulis
dari misi diplomatik atay konswler dari Pihak lainya. .

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Jangka waktu borlakunya pasper dari warga negara setiap Finak sekurang-kurangnya &
ienam) bulan sabelum mamasu'i wilayah FPihak yarg lan.
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PASAL 3
PEMEATASAN VISA

Pemsgang paspor yana berlaku dar setigp Fika< megjuk kepada Parsetujuan .
diperholerkan memasuki dan meninggalkan wilayah Fibak |lainnya di tempat managdan
yang dijinkan urtuk maksud terseout alsh pihak amigrasi yarg benwvenang, tanca
pembatasan apapun

PASAL 4
YISA BAGI ANGGOTA WIS DIFLOMATIK ATAU KONSULER

Yiarga negara dari masing-mesing Pitwk pemagang pasper yang berlaku, marnujuk paca
Pasa: 1 dari Pereawjuan ini, dan ditugaskan sebagei anggota misi diplomatie atzu
ccnsuler d; calam wilayan Pihak lain, fermasuk anggois ksliarga merska [yarg
dimaksud anggota keluarga adatah sLamidister dan anak-snay yang balum menizany,
digyaratkcan, pada saat merska tioa di witayah Fihak lainnya, untuk memperaleh jin
tirgga vang sesuai dzri Kemanteran Luar Meged Pinak lain.

PASAL &
HAK INSTANSI ¥ANG BERWENANG

Setimp Pihak marriliki hax uniuk menclak memberidan jin masuk atau memparpandek
masa tinggal bagh seseorang yang berhak stas bebas viga dan fasitas berdasarkan
Perselu uan ini, apadila orang tersehut disnggap tidak dinarapkan,

FASAL &
PENUNDAAM

hiasing-masing Pihak, setap sest, dapat monundn ssmertsra wakiu, secara
keseluruhan atau sebagen, pelaksanasn Perseftujuan ini, dengan alasan
keamnanan rasional, katertiban umam stau kesekatan umum.

Baakunya mawpdn berakiimys tindakan sebagaimana disebutkan datam ayat 1
Pasal in: harus diberitahukan kepada Pihak lannya meall jalur dipicmak,

PASAL T
SPESIMEM PASPOR

Para Pirax saling menukarkan, mziali jalu- dipiomali<, spesimen pasaor yang
digunakan olen masing-mazing Pihak sebelum Persetujuzn in berdaku atau spesimen
pasaor bary apapun sebelum penerbdanaya.

PASAL O
PEMYELESAIAN PERSELIZIHAN

Setiap perselishan yang linkui dar penafzira atay pelaksamaan Persstyjian inf akan
diselesaikan secara damar malalui konsuliasi atau perondingan.
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